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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang
Tindak Pidana Penghinaan berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia dan Untuk
mengetahui tanggungjawab pidana penghinaan oleh pers berdasarkan sistem peradilan
pidana di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukan Pengaturan hukum tentang tindak pidana penghiaan
diatur dalam KUHP Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHPidana dan beberapa UU
lain yang juga memuat ketentuan penghinaan dalam beberapa pasalnya. Istilah tindak
pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap
kehormatan.

Tindak Pidana Pers jika kita perhatikan didalam KUHP diatur dalam pasal 61-62
serta pasal 483-484. Pasal 61-62 KUHP mengatur bahwa tindak pidana pers merupakan
tindak pidana khusus. Pasal 483-484 selanjutnya hanya mengatur kapan dan hal apa
pencetak dan penerbit dapat atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap
barang cetakan dan isi penerbitannya. Terhadap tindak pidana penghinaan oleh pers
diatur dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP. Berkaitan dengan penghinaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP masih tetap
mempertahankan penghinaan (blediging) ini bisa beragam wujudnya, misalnya ada yang
menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang memfitnah, melapor secata
memfitnah dan menuduh secara memfitnah.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penghinaan, Pers, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

PENDAHULUAN

KUHP menjelaskan, secara umum Penghinaan diatur dalam Bab XVI dan
dikelompokkan menjadi 7 bagian yakni, menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan
terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap
orang mati. Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang
lebih khusus seperti Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap
Negara, Penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap Golongan,
penghinaan (Menista) terhadap Agama.

Hukum penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam dua kelompok besar
yaitu kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata. Kelompok hukum pidana,
diatur dalam KUHPidana Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHPidana dan beberapa
UU lain yang juga memuat ketentuan penghinaan dalam beberapa pasalnya. Sementara
kelompok hukum perdata diatur secara khusus dalam Pasal 1371 sampai dengan Pasal
1380 KUHPerdata.

Pers sebagai media informasi sering disebut juga sebagai pilar keempat
demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan pers memiliki
posisi yang sangat strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus
menjadi alat kontrol sosial yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk
terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu, telah menjadi suatu



keharusan jika pers sebagai media informasi dan juga media koreksi dijamin
kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Namun, pada kenyataannya
para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan dari segala
tuntutan hukum (immune) sebagai subjek dari hukum pidana dan harus tetap tunduk
terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia karena
berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara Indonesia termasuk
wartawan memiliki persamaan di hadapan hukum.

Dalam penerapan delik pers di Indonesia, Majelis Hakim dalam berbagai tingkat
pengadilan menggunakan berbagai penafsiran yang berbeda tentang penerapan Undang-
Undang Pers sebagai lex specialis. Namun, adapun penafsiran yang meneguhkan bahwa
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat lex specialis dari
peraturan”perundang-undangan yang lain. Menurut beberapa ahli hukum, istilah delik
pers ini sering dianggap bukan suatu terminologi hukum karena ketentuan-ketentuan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa yang disebut
sebagai delik pers bukanlah delik yang semata-mata dapat ditujukan kepada pers,
melainkan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku secara umum yang ditujukan
kepada semua warga negara Indonesia. Akan tetapi, para pelaku pers merupakan insan
yang profesinya berdekatan sekali dengan bidang usaha yang bertugas untuk menyiarkan,
mempertunjukkan, memberitakan, dan sebagainya, maka unsur-unsur delik pers dalam
KUHP seperti Pasal 310 KUHP (tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan), Pasal
311 KUHP (fitnah/pencemaran tertulis) dan lain-lainnya itu akan lebih sering ditujukan
kepada para pelaku pers karena disebabkan hasil pekerjaannya lebih mudah tersiar,
terlihat, atau terdengar di kalangan khalayak masyarakat banyak dan bersifat umum.

PEMBAHASAN

Kebebasan Pers merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan suatu sistem
bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi
merupakan pilar keempat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum
untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu Negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya
jika pers sebagai media informasi dan juga menjadi media koreksi sehingga dapat dijamin
kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Hal ini penting untuk
menjaga objektifitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat
dituangkan secara sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut atau dibawah ancaman
sebagaimana pada masa orde baru.

Berbicara mengenai sejarah hukum pers di Indonesia, maka penguraiannya akan
berawal sejak zaman penjajahan Kolonial Belanda. Haryadi Suadi mengatakan bahwa
dalam dunia pers di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari hadirnya bangsa Barat di tanah
air kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang Eropalah khususnya bangsa Belanda yang
telah “berjasa” memelopori hadirnya dunia pers serta persuratkabaran di Indonesia.
Masalahnya sebelum kehadiran mereka, tidak diberitakan adanya media massa yang
dibuat oleh bangsa pribumi.*

Tekanan keras terhadap pers oleh pemerintah kolonial Belanda akhirnya dilapisi
oleh produk hukum pers yang represif seperti Hatzaai Artikelen, dan Drukpers
Ordonantie 1856. Hatzaai Artikelen merupakan ketentuan pidana yang dimasukan ke
dalam Wetboek van Straftrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disingkat KUHP),
mengatur tentang kejahatan melanggar ketertiban umum dan kejahatan melanggar
kekuasaan umum. Atau sering juga disebut sebagai pasal-pasal yang mengatur perbuatan
yang dapat menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap umum dan penguasa

! Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, op.cit, hal 11.



waktu itu. Drukpers Ordonantie mengatur mengenai penyensoran barang-barang
cetakan.

Berdasarkan perspektif sejarah hukum pers di Indonesia, telah lahir produk-
produk hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pers yang
melakukan delik pers dalam hal ini adalah melakukan pencemaran nama baik. Berikut
adalah konsep sistem pertanggungjawaban pidana pers menurut produk-produk hukum
yang lahir dari zaman sebelum Indonesia merdeka hingga era reformasi saat ini.

Masalah Pers merupakan salah satu masalah yang sangat penting di Indonesia,
masalah pers menyangkut mengenai kemerdekaan untuk menyatakan pendapat,
menyampaikan dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan
merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
yang demokratis.

Mengenai nilai-nilai kebebasan pers sendiri, hal tersebut telah diakomodir di dalam
UUD 1945 yang telah diamandemen, yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945, pasal ini
menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya
merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, oleh
karena itu Negara telah mengakui bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dan
kebebasan berfikir adalah merupakan bagian dari perwujudan Negara yang demokratis
dan berdasarkan atas hukum.?

Hukum dan kebebasan pers tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Dimana hukum
dan pers itu berada karena pers adalah bagian dari sistem sosial dimana pers itu berbeda.
Oleh karena itu mengenai kebebasan pers tergantung kepada sistem pers yang digunakan.
Untuk menentukan sistem pers yang digunakan terdapat suatu cara yaitu dengan melihat
hubungan antara pers dan pemerintah.® Masalah utama dalam pemberitaan pers adalah
jika pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang
atau institusi dan tidak mempunyai nilai berita (news) dan di dalam pemberitaan tersebut
terdapat unsur kesengajaan dan unsur kesalahan yang memenuhi unsur-unsur tindak
pidana. Jadi yang perlu ditekankan disini adalah pidana tetap harus diberlakukan terhadap
pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pers dengan menggunakan
pemberitaan pers sebagai media dalam melakukan tindakan tersebut. Sementara itu,
kebebasan pers untuk melakukan pemberitaan jika memang dilakukan secara
bertanggungjawab dan professional, meskipun ada kesalahan dalam fakta pemberitaan
seharusnya tidak boleh dipidana.

KESIMPULAN

Tindak Pidana Pers jika kita perhatikan didalam KUHP diatur dalam pasal 61-62
serta pasal 483-484. Pasal 61-62 KUHP mengatur bahwa tindak pidana pers merupakan
tindak pidana khusus. Pasal 483-484 selanjutnya hanya mengatur kapan dan hal apa
pencetak dan penerbit dapat atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap
barang cetakan dan isi penerbitannya. Terhadap tindak pidana penghinaan oleh pers
diatur dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP. Berkaitan dengan penghinaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP masih tetap
mempertahankan penghinaan (blediging) ini bisa beragam wujudnya, misalnya ada yang
menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang memfitnah, melapor secata
memfitnah dan menuduh secara memfitnah.

2J.C.T. Simorangkir, Hukum-Hukum dan Kebebasan Pers cet. 1, (Bandung : Angkasa, 1980), hal. 58.
® Ibid., 60.



REFERENSI
Buku

A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, Pengantar Hukum Pidana, Malang: Universitas
Muhammadiyah Malang Press

Andi Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia
------------------ , 2000, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan
Peradilan (Conterm of Court), Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: SInar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan
Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti

oo , 2000, Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan
Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti

e , 2001, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti,

C.S.T. Kansil, 1986, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta; Balai
Pustaka

Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi
Informasi, ,PT. Refika Aditama, Bandung

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2005, Jurnalistik, Teori dan
Praktek, Bandung: Remaja osda Karya

H. R. Abdussalam, 2008, Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum
Acara Pidana, Jakarta: Restu Agung

Leden Marpaung, 2010, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Jakarta: Sinar Grafika

Lintong Oloan Siahaan, 1981, Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan
Kita, Jakarta: Ghalia Indonesia

Lilik Mulyadi, 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi,
Jakarta: Djambatan

------------------ , 2007, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik,
Teknik Penyusunan dan Permasalahannya), Bandung: PT Citra Aditya Bakt

Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Bandung:
CV Mandar Maju



Miriam Budiardjo, 1999, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka
Utama

Muladi Dan Barda Namawi, 1984, Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung:
Alumni

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan
dan Penuntutan, cet VI Jakarta: Sinar Grafika

M. Hamdan, 2005, Tindak Pidana Suap & Money Politics, Pustaka Bangsa Press,
Medan.

Moeljatno, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara,

Nico Ngani, | Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana,
Bagian Umum Dan Penyidikan . Yogyakarta: Liberty

Nandang Sambas, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia,
Yogyakarta: Graha lImu

Oemar Seno Adji, 1980, Hukum, Hakim Pidana, Jakarta: Erlangga

Philipu M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Surabaya:
Bina limu

Roeslan Saleh, 1983, Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale, Jakarta, Aksara Baru

R. Soesilo, 1981, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya
Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politea)

R. Abdoel Djamali, 1993, “Pengantar Hukum Indonesia “, Jakarta, Rajawali Press

Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Prenada
Media Group

Satjipto Rahardjo. 1983, Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni
Soerjono Soekanto, 1980, Sosiologi hukum dalam masyarakat, (Jakarta: Rajawali)

. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali
Pers

Soedarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni
--- , 1983, “Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung.
Alumni

--- , 1983, “Kapita Selecta Hukum Pidana, Bandung : Alumni,

Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty



Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, Pidana Dan Pemidanaan, Semarang: Fakultas
Hukum UNTAG

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro. 1982. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung : PT. Sumur,

Wahyu Wagiman, dkk, 2007, Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah
Tentang Pemberian Konpensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban,

Jakarta: ICW)

Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan
Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP)



